BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Transgender Dalam Sistem Hukum Indonesia

Ketentuan di dalam Pasal 292 KUHP, UU Pornografi, maupun Qanun
Jinayat Aceh memang menyinggung masalah keberadan dan perilaku
LGBT, namun rumusan yang digunakan dalam peraturan-peraturan
tersebut belum memenuhi konsep transgender sebagai variasi identitas
gender. Sehingga tidak tepat apabila mengaanggap transgender merupakan

suatu tindak kejahatan yang dilarang oleh peraturan di Indonesia.

Pengakuan UU Adminduk hanya mengakui perubahan jenis kelamin
bagi interseksual dan transeksual. Hal ini membuat Penulis berkesimpulan
bahwa pengakuan perubahan jenis kelamin di Indonesia hanya yang
berkaitan dengan fisik. Karena pengakuan dalam hukum Indonesia
berdasarkan fisik, akhirnya transgender tidak mendapat pengakuan
terhadap perubahan gender yang dilakukannya, kecuali bila hal itu
dilakukan dengan perubahan fisik (operasi kelamin). Akibatnya secara
hukum ia tetap diakui dengan jenis kelamin ketika dilahirkan. Dapat

diartikan bahwa sistem hukum Indonesia belum mengakui transgender.

. Asas Non-Diskriminasi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Asas non-diskriminasi dibuat dengan tujuan agar manusia tidak
mendapat pembedaan berdasarkan identitas. Salah satu aspek asas non-
diskriminasi adalah larangan untuk melakukan pembedaan berdasarkan
jenis kelamin. Jenis kelamin tidak diartikan hanya arti fisik namun juga
dalam arti ekspresi gender. Transgender sebagai kelompok yang memiliki
identitas gender berbeda juga termasuk dalam asas non-diskriminasi.
Artinya, identitas maupun ekspresi gender yang dipilih oleh transgender

tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembedaan.
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Mengenai kaitannya dengan pekerja transgender, ekspresi gender tidak
memiliki relevansi dengan kemampuan dan bakat dalam bekerja.
Pembatasan atau pembedaan dalam hukum ketenagakerjaan hanya
berdasarkan kemampuan dan bakat bekerja. Hal itu relevan karena
berhubungan dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan suatu pekerjaan.
Dapat disimpulkan, bahwa asas non-diskriminasi dalam hukum
ketenagakerjaan juga menjamin dan melindungi hak-hak tenaga kerja
transgender.

UU Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin agar seluruh pekerja
di Indonesia mendapat perlindungan, baik dalam akses mencari pekerjaan
maupun ketika masuk ke ke dalam hubungan kerja. Rumusan dalam UU
Ketenagakerjaan sudah mampu melindungi setiap pekerja di Indonesia,
termasuk pekerja transgender. Namun dalam praktiknya masih tetap
terjadi penyimpangan atas ketentuan UU ini. selain itu, yang membuat
situasi kompleks adalah kondisi transgender yang memiliki kekhususan
yang belum tercakup dalam rumusan perlindungan tenaga kerja dalam UU
Ketenagakerjaan.

Selain stigma dan prasangka, kurangnya andil Pemerintah untuk
mengambil sikap untuk melindungi, mengakibatkan masib terjadinya
upaya penghilangan hak bekerja bagi transgender. Selain itu masih terjadi
juga bentuk pelecehan-pelecehan bagi pekerja transgender. Dengan
demikian, dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk memberikan ketegasan
mengenai perlindungan bagi transgender, tidak hanya di bidang pekerjaan,
namun juga pengakuan sebagai wara negara Indonesia yang juga memiliki

hak.

. Penerapan Hukum Ketenagakerjaa Terhadap Jaminan Pemenuhan

Hak Tenaga Kerja Transgender
Masih terjadi perbedaan mengenai perlakuan perusahaan terhadap
pekerja transgender dalam hubungan kerja. Perusahaan masih menilai

ekspresi gender yang berbeda daripada jenis kelamin yang dimiliki oleh



pekerja adalah hal yang tidak dapat diterima di dalam perusahaan sehingga
pekerja transgeder tidak dapat diterima atau tidak dapat tetap berada dalam
hubungan kerja. Namun, juga ada perusahaan yang menerima pekerja
transgender dan penilaian hanya sebatas kepada hasil kinerja, bakat,
kemampuan, serta perilaku pekerja selama bekerja di perusahaan.
Mengenai hubungan antar pekerja di perusahaan, juga masih timbul
stigma negatif terhadap transgender, sehingga mengakibatkan munculnya
sikap membedakan hingga pelecehan secara verbal maupun fisik yang
dialami tenaga kerja transgender. Selain itu, kurangnya kesadaran pekerja
transgender mengenai hak-haknya sebagai pekerja, salah satunya
mendapat perlindungan dari perusahaan, mengakibatkan pembiaran atas

pelecehan yang dialami pekerja transgender. Perusahaan pun tidak dapat
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melakukan perlindungan terhadap para pekerjanya secara efektif.

Pada prinsipnya, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia sudah mampu
untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak pekerja dengan latar
belakang apapun, termasuk transgender. Namun, kondisi transgender yang
berbeda, masih menimbulkan stigma negatif di masyarakat, dan kurangnya
kesadaran mengenai hak-hak yang dimiliki transgender itu sendiri
mengakibatkan perlindungan pekerja transgender di Indonesia masih

belum efektif.

B. Saran

Masth maraknya pemberian stigma negatif dari masyarakat masih
menimbulkan diskriminasi bagi transgender di Indonesia. Tidak adanya
perlindungan bagi transgender dan penegakan hukum bagi oknum yang
melakukan diskriminasi kepada transgender di Indonesia juga mengakibatkan
transgender tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara Indonesia.
Sebagai negara yang menghargai perbedaan, sudah seharusnya Pemerintah
menentukan sikap untuk menegaskan perlindungan bagi seluruh rakyat

Indonesia termasuk kelompok-kelompok marginal, dalam hal ini transgender.
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Sikap tersebut dapat berbentuk peraturan yang secara tegas memberikan
pengakuan terhadap status transgender dan melarang tindakan diskriminatif
hingga pelecehan baik verbal maupun fisik kepada transgender.

Diharapkan dengan dikeluarkannya jaminan perlindungan hukum bagi
transgender, masyarakat dapat mengubah stigma negatifnya kepada
transgender sehingga, penerimaan masyarakat kepada kelompok transgender
semakin meningkat. Dengan meningkatnya penerimaaan di masyarakat juga
diharapkan transgender dapat mengembangkan diri secara positif di segala

bidang.
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